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ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting didalam kehidupan setiap orang. 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya 
itu. Selain itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan manurut ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan 
akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, serta bagi anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh para 
penganut agama Khonghucu banyak yang tidak dicatatkan dikarenakan Khonghucu 
dianggap diluar agama resmi versi oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Dengan 
menggunakan metode sosiologis yuridis akan menjawab beberapa permasalahan 
perkawinan Khonghucu baik yang perkawinannya dicatatkan maupun tidak 
dicatatkan. Serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan 
dalam perkawinan tersebut. Khonghucu merupakan agama yang diakui oleh 
pemerintah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2006. 
Perkawinan agama Khonghucu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil 
sehingga para penganut agama Khonghucu diwilayah hukum kota palembang 
mencatatkan perkawinannya melalui agama Buddha. Pegawai Kantor Catatan Sipil 
menganjurkan agar perkawinan agama Khonghucu dapat dicatatkan harus 
mendapatkan surat izin dari Dinas Kepariwisataan karena aliran kepercayaan ada 
dibawah naungan Dinas Kepariwisataan. Status perkawinan agama Khonghucu baik 
yang perkawinannnya dicatatkan maupun tidak dicatatkan dinyatakan sebagai 
perkawinan yang Sah dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai 
anak yang sah terbukti anak tersebut berhak menggunakan marga sang ayah. Apabila 
perkawinan tersebut berakhir dikarenakan meninggal salah satu pihak atau karena 
perceraian maka ayah dari anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk mendidik, 
memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah. Anak laki-laki didalam 
perkawinan agama Khonghucu mempunyai hak penuh dalam harta warisan.

xii



«P' t w ?BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang plural dan beragam dari segi ras, etnis, 

agama, dan budaya. Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa merupakan ciri- 

ciri dari penyelenggaraan yang bersifat demokratis. Semangat demokratis bangsa 

Indonesia tercermin pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Prof. Dr. Jimly 

Asshidiqie negara hukum (Rechtstaat) mempunyai 12 prinsip pokok yang 

diantaranya adalah persamaan dalam hukum (Equality Before The Law) adanya 

persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui 

secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Didalam negara hukum 

kedudukan penguasa dan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang 

membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat 

yang diatur. Baik yang mengatur dan di atur pedomannya hanya satu yaitu Undang- 

Undang. i

1 Pinsip-prinsip Pokok Negara Hukum, http:// negara hukum.com //, diakses pada hari Jumat 
tanggal 13 November 2009. Kedua-belas prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama yang 
menyangga berdin tegaknya satu negara modem sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum 
(Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya yaitu supermasi hukum, persamaan dalam hukum, 
legalitas, pembatasan kekuasaaan, organ-organ ekskutif independen, peradilan bebas dan tidak 
memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat 
demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, kontrol sosial.
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tidak dirumuskan secaraNegara Indonesia menganut ide negara hukum yang 

eksplisit tetapi, ide negara hukum itu tegas dicantumkan didalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Unsur-Unsur negara hukum tersebut didalamnya yaitu sebagai berikut .

a. Prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2.

b. Jaminan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 27, 28, 29,

31.

c. Pembagian kekuasaan yang terdapat dalam Pasal 2, 4, 16, 19.

d. Pengawasan peradilan yang terdapat dalam Pasal 24.

e. Partisipasi warga negara yang terdapat dalam Pasal 28.

f. Sistem perekonomian yang terdapat dalam Pasal 33.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia 

mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan.3

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara

Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dalam kenyataannya 

masih ditemukan juga kesulitan sebagian warga didalam memperoleh hak-haknya, 

karena walaupun Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar bagi 

Undang-Undang dibawahnya namun bedasarkan kenyataan dalam praktek masih 

banyak ditemui hal-hal yang bertentangan, misalnya mengenai pencatatan 

perkawinan bagi penganut kepercayaan Khonghucu.

2 lbid
3 IbicL
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Hingga saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang belum memperoleh 

haknya sesuai apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya 

bagi penganut kepercayaan Khonghucu di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan 

Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan perkawinan bagi penganut 

kepercayaan Khonghucu karena agama ini dianggap diluar agama resmi 

pemerintah.4 Salah satu contohnya adalah kasus perkawinan menurut tata 

Khonghucu antara Budi Wijaya dan Lanny Guito, dianggap tidak memenuhi 

ketentuan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor 477/47054 tanggal 15 November 

1978 jo Instruksi Mentri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang tidak termasuk sebagai 

agama (.Non Agama), karenanya perkawinannya tidak dapat dicatatkan dalam Catatan 

Sipil.5

versi

cara

Akibat status perkawinannnya tidak diakui (menggantung), maka anak

pertamannya Fuji Yaohana yang lahir pada Tahun 1996 dan anak keduanya Megami

Yaohana yang lahir pada Tahun 1998 tidak bisa mendapatkan Akte Kelahiran.

Padahal bedasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

4Mengenai Undang-Undang Perkawinan tidak Berikan Celah H AM, http://www.pontianak 
postVcom, diakses pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009.

5 Ibid

http://www.pontianak


4

Agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintahan di Indonesia menurut 

Instruksi Mentri Agama Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 adalah Islam, Nasrani 

(Kristen dan Katholik), Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confusius ).

Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 

menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”7. Selanjutnya bedasarkan

yang

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa tiap-tiap

Pasal 2perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor Pencatatan

Perkawinan yakni yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk 

yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain dibawah Institusi 

Departemen Agama. Sedangkan untuk yang beragama non Islam di lakukan di 

Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Departemen Dalam Negeri .9

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat hukum 

bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan 

tersebut. Disamping itu juga akan membawa akibat hukum bagi anak (keturunan) 

serta atas harta kekayaan yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut Menurut

6 Instruksi Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Sosialisasi Status 
Perkawinan, Pendidikan dan Pelayanan Terhadap Penganut Agama Konghucu.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, LN No. 1 tahun 
1974, TLN No. 3019, Pasal 2.

8 Ibid
9Agust Riewanto, Etnis Tionghoa, Konghucu dan Hak Asasi Manusia, http:// 

www.tionghoa_imlekVcom Diakses pada hari Minggu tanggal 27 September 2009.
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ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah anak-anak 

yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah. Dapat 

dikatakan sah jika perkawinan orang tuanya sah menrut ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku.

Dalam kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat ada penolakan dari 

Kantor Catatan Sipil seperti yang terjadi pada Budi Wijaya dan Lany Guito seperti 

tersebut diatas10. Bedasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkajinya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Status Hukum Anak yang di Lahirkan 

Menurut Tata Cara Perkawinan Khonghucu”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan menurut tata cara Khonghucu 

yang perkawinannya dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang?

2. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan menurut tata cara Khonghucu 

yang perkawinannya tidak dicatatkan?

10 Pontianak Post, Op. cit
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adaah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan status hukum 

atau kedudukan seorang anak dari perkawinan yang dilakukan menurut tata cara 

Khonghucu, baik yang dicatatkan maupun tidak dicatatatkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan 

ilmu hukum khususnya mengenai status hukum anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan menurut tata cara penganut kepercayaan Khonghucu sedangkan bagi

mahasiswa penulisan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk pertimbangan

apabila tertarik pada penelitian sejenis.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya di bidang 

perkawinan khususnya hukum perkawinan dalam permasalahan status hukum anak 

yang dilahirkan dalam perkawinan menurut tata cara penganut kepercayaan 

Khonghucu.



7

E. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penyusunan skripsi ini adalah 

mengenai status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan menurut tata cara 

penganut kepercayaan Khonghucu, di dalam wilayah hukum Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau tehnik yang dilakukan

sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh

fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk

mewujudkan suatu kebenaran.11 Metode pendekatan yang digunakan dalam

pembahasan permasalahan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis atau

empiris dalam arti penelitian data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

sehingga data yang digunakan adalah data primer atau data dasar sebagai data

utama. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada

awalnya adalah data sekunder sebagai data penunjang atau pelengkap yang kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan atau

terhadap masyarakat.13 Didalam penelitian hukum empiris data yang diperoleh

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI: Jakarta, 1986 , Hlm 52 
Ibid Hlm. 52 

13 Ibid

wawancara.



8

2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang digunakan dan diperoleh melalui penelitian lapangan dan 

penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

Data primer : data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

wawancara secara terpimpin dengan 4 orang penduduk yang menganut 

kepercayaan Khonghucu, di wilayah hukum kota Palembang.

1.

2. Data sekunder, yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan berupa peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan seperti Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta peraturan yang berkaitan 

dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mamberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

i
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus hukum, 

kamus Bahasa Indonesia, media massa dan internet.14

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen 

dan data primer sebagai sampel diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 

Petugas di Kantor Catatan Sipil, Pengurus Yayasan Vihara Gunung Dewata, 

Pengurus Vihara Dharmakirti.

4. Analisis Data

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan

metode kualitatif secara deskriptif. Kualitatif merupakan metode pendekatan untuk

menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara 

tertulis maupun lisan untuk mengerti dan memahami gejala dari objek penelitian.15 

Metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan 

dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan 

dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

14 lbid
Pengertian Penelitian Kualitatif, http://id.wikipedia.org/wiki/ di akses pada hari Senin 

tanggal 28 Desember 2009.

I

http://id.wikipedia.org/wiki/
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